Jakarta, 16 Juli 1990
Nomor
: 811.14/68




Kepada


Sifat

: Amat segera/Rahasia

Yth. 
Saudara Gubernur Kepala 

Lampiran
: 1 (satu) lembar



Daerah Tingkat I

Perihal
: Tata cara usul peng-


Seluruh Indonesia.
  angkatan Calon Pegawai

 Negeri Sipil .

Dengan hormat diberitahukan bahwa akhir-akhir ini dari beberapa Propinsi Daerah Tingkat I ditemukan usul-usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang diragukan kebenarannya.  Hal ini telah terbukti antara lain dengan ditemukannya pemalsuan tanda tangan pejabat yang diberi kuasa atau wewenang dalam hal pengusulan tersebut atau dijumpai usul yang tidak melalui prosedur sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga Biro Kepegawaian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan mengetahui tentang adanya pengusulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di daerahnya, karena memang tidak merasa mengusulkan.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kepegawaian, untuk menjamin pengamanan/keberhasilan dan memperlancar pelaksanaan usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil baik yang menggunakan formasi murni (PB-1) maupun formasi sebagai pengganti Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau karena sebab-sebab lain (PB-11) serta untuk mencegah terjadinya kasus pemalsuan tersebut, dengan ini diminta perhatian saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Usul pengangkatn Calon Pegawai Negeri Sipil diajukan kepada Menteri Dalam Negeri Up.  Kepala Biro Kepegawaian dengan kewajiban menyampaikan tembusan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian negara Up.  Kepala Biro Pengadaan Kepegawaian dengan menggunakan pengantar menurut contoh lampiran surat ini.
2. Untuk bahan perbadingan dan pemeriksa kami akan kebenaran usul yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah, maka disamping surat pengantar sebagaimana termaksud dalam angka 1, agar dikirimkan pula kawat surat yang diajukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dengan disertakan penjelasan/pencantuman nomor dan tanggal surat pengantar saudara tentang usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil  dan menyebutkan jumlah serta nama Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. Kolom pengisian pada surat pengantar, pada kolom keterangan disebutkan nama Calon Pegawai Negeri Sipil yang tercantum pada nomor urut terakhir, dan sama sekali tidak dibenarkan coretanhapusan dengan tip-x, tambahan tidak boleh ada ruang yang lowong antara nama yangtercantum pada nomor urut terakhir dengan garis penutup, sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya usaha untuk menambah daftar/pencantuman nama lain yang diusulkan
4. Pada copy atau salinan keputusan Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau karena sebab-sebab lain yang digunakan sebagai pengganti untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang harus disahkan langsung oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat 1 atau Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

5. Untuk menghindari penggunaan lebih dari satu kali sebagai pengganti Pegawai Negeri Sipil yaitu berhenti, pensiun, meningggal dunia atau karena sebab-sebab lain,perlu adanya sistem administrasi pengendalian penggunaan formasi tersebut.

6. Dalam hal pengiriman berkas usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilaksanakan melalui petugas yang saudara tunjuk, hendaknya petugas tersebut harus dilengkapi dengan surat penugasan khusus. 

7. Untuk memantau usul pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/b ke atas ditanda tangani serendah-rendahnya oleh asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I yang membidangi pengangkatan, Calon Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a kebawah cukup ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I.

8. Kami sampaikan pula untuk mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian , maka saudara hendaknya menyampaikan kepada dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara cukup spesimen paraf dan tanda tangan yang jelas pejabat yang berwenang.  Apabila terjadi mutasi pejabat yang bersangkutan, sebaiknya saudara dengan segera menyampaikan perubahan  persyaratannya.
Demikian untuk dimaklumi dan apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan surat ini agar menghubungi Kepala Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri guna mendapatkan penjelasan seperlunya.
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